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Abstrak

Hak dan kewajiban adalah suatu elemen yang penting untuk tetap dijaga dan dirawat dengan
baik oleh bangsa Indonesia saat ini. Dikarenakan, terkait konteksnya pada kewarganegaraan,
hak dan kewajiban menjadi nilai dasar yang wajib ada bagi setiap warga negara untuk
membangun sebuah negara dan masyarakat yang baik pada nantinya. Karena, perkembangan
negara dan masyarakat di Indonesia saat ini telah memunculkan berbagai bentuk persoalan
yang wajib untuk dijawab secara bersama terkait dengan keterlibatan negara dan masyarakat,
khususnya dalam proses menuju demokratisasi di Indonesia. Selain itu juga, dengan adanya
demokratisasi dapat menciptakan kehidupan yang harmonis untuk kedepannya nanti. Dengan
demikian bahwa, melalui adanya proses menuju demokratisasi dapat memberikan dampak
yang positif dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui keterlibatan negara dan masyarakat sipil dalam proses menuju
demokratisasi di Indonesia, apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan seperti, yang
diamanahkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode studi literature, di mana sumber dan data diperoleh secara langsung
melalui jurnal, buku, dan sumber tertulis yang lainnya. Hasil penelitian ini, keterlibatan
negara dan masyarakat sipil dalam proses menuju demokratisasi telah berjalan membaik di
Indonesia saat ini.
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I.  PENDAHULUAN

Keterlibatan negara dalam proses menuju demokratisasi di Indonesia menjadi salah satu
kewajiban yang harus untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga, keikutsertaan
peranan secara langsung dari masyarakat sipil (civil society) dalam halnya terkait dengan
keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia tidak perlu untuk diragukan lagi. Dikarenakan,
dua elemen ini menjadi landasan yang sangat kuat dan kokoh bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara pada saat ini, khususnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak lupa juga,
dengan adanya kehadiran dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menyatakan bahwa, akan pentingnya
suatu peningkatan dari adanya peranan yang datang secara langsung oleh masyarakat sipil
dalam proses demokratisasi di negara Indonesia. Karena, dua elemen ini memiliki peran yang
cenderung lebih kuat dalam mengimbangi sistem demokrasi kita saat ini.

Salah satu caranya adalah dengan melalui berbagai bentuk upaya negara dalam
mewujudkan masyarakat sipil (civil society) yang lebih responsif dengan tetap menanamkan
nilai demokratis yang tinggi dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga, sebagian banyak gerakan sosial yang
menyerukan partisipasi warga negara yang lebih langsung pada proses politik yang telah
muncul di beberapa negara yang ada di dunia (Correa-Lopera, 2019). Maka, peran demokrasi
langsung akan lebih baik, jika yang pertama harus lebih memprioritaskan pada mayoritas
pemilih yang memiliki sifat pragmatis dan kedua ialah masyarakat yang telah terpolarisasi
secara ideologis. Dengan demikian bahwa, demokrasi langsung dapat diartikan sebagai suatu
instrumen pilihan yang bersifat kolektif di Indonesia, di mana mayoritas pemilih memiliki
ideologi yang sama (Zaini, 2019). Oleh karena itu, terdapat tiga pola dasar demokrasi yang
berkaitan secara langsung pada orientasi politik, yakni antara lain sebagai berikut:

1. Berorientasi langsung dalam mengabaikan hak dan kepentingan minoritas.

2. Konvensional dengan memiliki pemahaman akan sempitnya terkait dengan kebebasan
sipil.

3. Liberal dalam mendukung hak-hak minoritas dan kebebasan sipil.

Dari jJumlah tersebut, maka pola pandangan liberal telah dianggap yang paling tidak stabil
dari waktu ke waktu dan tingkat stabilitasnya, jika dikaitkan dengan kepercayaan institusional
dan partisipasi publik (Serek & Lomicova, 2020). Ketika, halnya saat mempertimbangkan fitur
struktur politik bahwa, demokrasi menghasilkan banyak sekali dampak positif yang sangat kuat
dalam jangka waktu yang cukup panjang (Elbahnasawy, 2020). Dikarenakan, selayaknya dari
seorang pembuat kebijakan pada umumnya sangat percaya bahwa, intervensi sipil dapat
meningkatkan demokrasi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian bahwa, terdapat hal-hal
positif dari demokrasi untuk meningkatkan sistem politik yang lebih responsif, akuntabel, dan
transparan yang menjadi salah satu dasar dalam intervensi bagi negara dan masyarakat sipil
untuk kedepannya nanti (John & Sjoberg, 2020). Maka, sikap dari masyarakat, khususnya hal
itu dalam menjalankan demokrasi harus senantiasa dapat tercerminkan dari adanya
pengetahuan warga negara dan perilaku pemilihan umum (pemilu) yang pada tentunya yang
sangat mempengaruhi partisipasi politik (Stutzer et al., 2019).

Karena, dalam proses demokrasi akan tetap menghasilkan sebuah informasi yang berbaur
politik yang dapat mengorganisir negara dan masyarakat sipil untuk senantiasa dapat
membahas berbagai isu-isu sosial dan politik yang pada nantinya dapat memperkuat partisipasi
demokrasi untuk kedepannya nanti. Maka, kualitas demokrasi yang secara umum dapat dilihat
secara objektif dari pandangan ekonomi dalam mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap
kualitas demokrasi tersebut (Christmann, 2018). Selain itu juga, evaluasi dalam proses menuju
demokratisasi di negara Indonesia dapat diukur dengan melalui adanya sebuah kebijakan dan
administrasi publik. Pada akhirnya bahwa, demokrasi dalam kaitannya dengan aspek-aspek
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akuntabilitas, transparansi, dan bertanggung jawab menjadi salah satu ciri ke dalam sistem
politik yang mencakup secara keseluruhan, akan tetapi juga masuk ke dalam ranah bagaimana
cara organisasi publik dapat dikelola dengan baik pada nantinya (Sager, 2018). Dengan
demikian bahwa, masyarakat saat ini sangat meyakini terkait dengan kontribusi kelembagaan
dalam aspek-aspek lembaga publik melalui adanya regulasi yang dijadikan sebagai proses
pengambilan keputusan yang efektif, efisien, dan transparan dalam demokrasi saat ini (Gallier,
2020).

Selain itu juga, dalam penguatan demokrasi nasional dalam suatu negara sangat
bergantung pada keberhasilan demokrasi lokal yang ada disana. Dikarenakan, dalam mencapai
hal tersebut bahwa, aspek-aspek yang terpenting yang harus tetap ada, yaitu perilaku politik,
cara hidup, dan memerlukan dukungan dari setiap individu dalam masyarakat sebagai pemilik
kedaulatan terbesar (Rahmatulloh, 2013). Dengan demikian bahwa, negara dan masyarakat
sipil memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan selayaknya sebagai suatu konektivitas
untuk menjalankan tugas dan fungsinya (tupoksi) yang sesuai dengan keadaan saat ini. Karena,
dengan demikian tentunya memiliki suatu perbedaan, jika dibandingkan dengan militer yang
harus ditaati (Sandy, 2018). Maka, dalam kaitannya dengan aspek-aspek demokrasi dalam
upaya penguatan untuk menekankan pada berbagai aspek-aspek penting yang ada di dalamnya
tentunya seperti, pengetahuan, perilaku, dan peran kebijakan dalam berbagai aspek-aspek
kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dengan demikian bahwa, demokrasi dijadikan sebagai sebuah konsep yang memiliki
sistem pemerintahan yang telah diadopsi oleh negara Indonesia di sejak awal berdirinya bangsa
ini. Selain itu juga, demokrasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem politik pertama yang dipilih
secara langsung oleh negara Indonesia sebagai salah satu jalan untuk membangun negara.
Maka, konsep negara dan masyarakat sipil (civil society) yang dalam hal ini selalu melandasi
mengenai konsep tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prosesnya
yang merujuk pada mandiri ataupun otonom, yaitu sebagai salah satu entitas yang kuat untuk
mampu memajukan diri sendiri, dapat membatasi segala bentuk intervensi pemerintahan dan
negara dalam realita yang diciptakannya, dan mampu untuk memperlihatkan sikap kritis dalam
kehidupan saat ini. Secara operasional bahwa, terkait halnya pada masyarakat sipil (civil
society) yang dimaksud dapat mencakup dalam berbagai macam institusi-institusi non
pemerintah yang berada dalam lingkup masyarakat yang selalu mewujudkan diri melalui
adanya mekanisme organisasi, perkumpulan atau pengelompokan sosial, dan politik yang
berusaha untuk membangun kemandirian seperti, organisasi sosial dan keagamaan, lembaga
swadaya masyarakat (LSM), paguyuban, kelompok-kelompok kepentingan, dan lain
sebagainya, yang bisa mengambil jarak dan menunjukkan otonomi terhadap Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dengan demikian bahwa, sistem demokrasi telah mengharuskan untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik, responsif, dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan
masyarakat saat ini.

Akan tetapi, permasalahan yang sering terjadi saat ini terkait dengan perkembangan
dalam konteksnya pada praktek demokratisasi seiring dengan bertambahnya pengalaman pada
demokrasi di negara Indonesia dari masa ke masa masih terdapat berbagai kesenjangan,
kemiskinan, kelaparan, dan permasalahan kesehatan yang tidak kunjung selesai ditengah
merebaknya masyarakat saat ini (Alfitri, 2009). Maka, urgensi dalam hal ini, sangat dibutuhkan
sekali sebuah korelasi yang sangat kuat di antara demokrasi dan masyarakat sipil (civil society)
yang sebagaimana telah ditunjukkan oleh (Mas’oed, 2002) yang mengatakan bahwa,
demokrasi sendiri tidak akan bisa ditegakkan, bilamana itu tidak mendapatkan dukungan
ataupun tidak di dukung secara langsung oleh kekuatan “civil society” dan “civil society” akan
menjadi berantakan, jika demokrasi itu tidak segera diwujudkan dengan baik pada nantinya.
Dengan demikian bahwa, demokrasi akan mampu ditegakkan dengan adanya dukungan yang
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kuat yang datang langsung dari negara dan masyarakat sipil (civil society) itu sendiri. Hal ini
mengisyaratkan bahwa, demokrasi akan senantiasa selalu untuk membutuhkan seorang aktor
yang datang secara langsung dari negara dan masyarakat sipil (civil society) tersebut. Demikian
melalui adanya penjelasan ini bahwa, maka dengan adanya keberadaan dari negara yang
disertai dengan masyarakat sipil (civil society) sangat diperlukan dalam membangun sistem
politik yang bernuansa langsung dalam proses menuju demokratisasi di Indonesia bagi
kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dikarenakan, hal ini telah sebagaimana termuat dalam sebuah konstitusi atau Undang-
Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, Indonesia sejak merdeka mencanangkan
demokratisasi tersebut. Demokratisasi ini menjadi salah satu landasan pokok yang dimiliki oleh
bangsa Indonesia. Karena, dalam proses demokratisasi ini menjadi suatu proses yang di mana
sistem pemerintahan itu harus memiliki keseimbangan antara semua elemen-elemen yang
terkait dan tidak sepihak kepada siapapun itu, maka demokrasi ini lebih dikenal dengan istilah
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ditambah, dengan adanya proses demokratisasi ini
pada nantinya akan tercipta sebuah mekanisme yang menitik beratkan pada nilai-nilai Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Karena, antara Pancasila dan Undang-Undang
dasar 1945 ini menjadi salah satu amanah yang harus dijalankan oleh negara Indonesia yang
sebagaimana telah diamanahkan pada sebelumnya.

Sebab, kedua elemen ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan
demokratisasi di negara Indonesia untuk kedepannya nanti. Dengan demikian bahwa, bangsa
Indonesia harus berupaya semaksimal mungkin dalam memproses demokratisasi itu dengan
sebaik-baiknya pada nantinya. Maka, dengan kehadiran dari suatu negara dan masyarakat sipil
(civil society) yang nantinya dalam ikut serta untuk mengambil bagian dalam mewujudkan
demokrasi itu yang jauh lebih baik lagi. Karena, dengan adanya mereka senantiasa dapat
membantu mewujudkan demokratisasi yang sebenar-benarnya. Selain itu juga, dengan adanya
proses demokratisasi ini yang pada nantinya dapat menciptakan bangsa Indonesia yang
semakin maju untuk kedepannya nanti.

Dikarenakan, seperti yang kita lihat bahwa, dalam bangsa Indonesia saat ini masih belum
sepenuhnya sesuai dengan harapan semua elemen-elemen publik (masyarakat). Dalam artian
bahwa, dalam proses demokrasi di negara Indonesia masih belum mencapai titik
kesempurnaaan dan masih sangat jauh dari ekspektasi (harapan) semua kalangan, khususnya
bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses menuju demokratisasi di Indonesia harus
senantiasa memiliki dampak yang positif dalam kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara,
khususnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam memunculkan berbagai
bentuk upaya-upaya yang dilakukan pada nantinya. Maka, seperti dapat dilihat saat ini bahwa,
demokrasi di negara Indonesia dikenal sebagai sebutan demokrasi Pancasila, yaitu paham
demokrasi yang bersumber secara langsung kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia
dengan tetap perwujudan atas dasar pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, agar pada
nantinya dapat mewujudkan negara Indonesia yang dapat mencapai titik kesempurnaan untuk
kedepannya nanti. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan
negara dan masyarakat sipil dalam proses menuju demokratisasi di Indonesia, apakah sudah
berjalan yang sesuai dengan harapan seperti, yang diamanahkan oleh Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.

Il. METODE

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif
deskriptif, di mana metode ini digunakan dengan cara memanfaatkan langsung dari adanya data
kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini dapat diperoleh
secara langsung dari sebuah referensi seperti, jurnal, buku, dan sumber tertulis yang lainnya.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah memakai teknik studi literature atau
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kepustakaan yang langsung digunakan oleh peneliti untuk dapat menghimpun, menggali, dan
mengumpulkan berbagai bentuk informasi secara valid, lengkap, dan relevan terkait dengan topik
masalah yang akan menjadi objek penelitian yang telah diangkat sebelumnya. Teknik analisis
data menggunakan teknik analisis studi literature, di mana studi ini dilakukan dengan membaca
berbagai macam sumber-sumber kepustakaan yang telah ada untuk memperoleh data yang
diperlukan dengan langkah-langkah pada (Nazir, 2014) dan (Arikunto, 2013), yakni antara lain
sebagai berikut:

1. Membaca segala bentuk keterangan yang ada dalam penelitian, apakah telah tersedia terkait
dengan keterangan-keterangan yang sesuai dengan latar belakang permasalahan penelitian
yang akan dikaji ataupun diteliti (Nazir, 2014).

2. Mengumpulkan berbagai bentuk sumber bahan kajian yang telah relevan dengan masalah
dalam penelitian (Arikunto, 2013).

3. Mengutip informasi yang ada pada bacaan tersebut dengan menggunakan metode seperti,
kuotasi (mengutip secara langsung), paraphrase (menggunakan kata-kata sendiri) (Nazir,
2014) dan menuliskan hasil kajian ke dalam kartu yang telah disediakan pada sebelumnya
(Arikunto, 2013).

4. Mencatat hal-hal yang penting dengan melihat terlebih dahulu, mana yang penting dengan

juga mempelajari indeks di halaman belakang buku untuk mencari halaman yang berkenaan

langsung dengan apa yang telah dicatat dalam kartu yang telah disediakan (Nazir, 2014).

Menyimpulkan hasil yang telah diperoleh (Arikunto, 2013).

Melakukan interpretasi atas hasil yang diperoleh pada sebelumnya (Nazir, 2014).

ISRl

I1l. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berangkat dari adanya keterlibatan negara dan masyarakat sipil (civil society) dalam
proses menuju demokratisasi di Indonesia menjadi salah satu tujuan utama bagi Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu sendiri. Karena, dari kedua elemen ini memiliki
keterkaitan yang sangat kuat bagi berlangsungnya demokratisasi di negara Indonesia. Apalagi,
ditambah dengan adanya demokratisasi di Indonesia menjadi salah satu kewajiban yang harus
untuk selalu dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam berbagai sendi-sendi kehidupan
berbangsa dan bernegara saat ini. Ditambah, dengan adanya keberadaan dari demokrasi ini
dijadikan sebagai salah satu sistem pemerintahan yang telah diadopsi oleh bangsa Indonesia
sejak awal berdirinya bangsa ini. Maka, peranan dari negara dan sekaligus masyarakat sipil
(civil society) ini begitu penting dalam mewujudkan demokratisasi di Indonesia pada saat ini.

Dikarenakan, untuk mencapai hal itu bahwa, aspek-aspek yang terpenting tetap harus ada
seperti, perilaku politik, cara hidup, dan memerlukan dukungan dari setiap individu yang
datang secara langsung dalam diri masyarakat sebagai pemilik kedaulatan terbesar
(Rahmatulloh, 2013). Karena, dengan demikian tentunya hal ini memiliki suatu perbedaan, jika
dibandingkan dengan militer yang harus tetap ditaati (Sandy, 2018). Dengan demikian bahwa,
demokrasi dijadikan sebagai salah satu konsep yang memiliki mekanisme terkait dengan sistem
pemerintahan yang telah diadopsi secara langsung oleh negara Indonesia dari awal berdirinya
bangsa ini. Selain itu juga, demokrasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem politik pertama
yang dipilih langsung oleh negara Indonesia sebagai salah satu jalan dalam mencapai tujuan
untuk membangun sebuah negara. Selanjutnya, terkait dengan konsep negara dan masyarakat
sipil (civil society) yang dalam hal ini dengan tetap melandasi terkait dengan konsep mengenai
kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prosesnya pada segi otonom, yaitu
sebagai sebuah entitas yang cukup kuat untuk dapat memajukan diri sendiri, mampu membatasi
segala bentuk intervensi pemerintahan maupun negara dalam realitas yang telah diciptakannya,
dan mampu untuk memperlihatkan sikap kritis dalam kehidupan yang ada saat ini.

Maka, dalam hal ini yang terkait dengan sistem demokrasi yang sangat mengharuskan
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, responsif, dan bertanggung jawab terhadap
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kebutuhan masyarakat saat ini. Dikarenakan, ketika demokrasi akan mampu ditegakkan dengan
adanya dukungan yang kuat yang datang secara langsung dari sebuah negara dan masyarakat
sipil (civil society) itu sendiri. Maka, hal ini mengisyaratkan bahwa, demokrasi akan senantiasa
selalu untuk membutuhkan seorang aktor yang datang secara langsung dari negara dan
masyarakat sipil (civil society) tersebut. Karena, hal ini telah sebagaimana ada yang termuat
dalam sebuah konstitusi ataupun Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa,
Indonesia sejak merdeka mencanangkan untuk melakukan demokratisasi tersebut. Maka,
dibawah ini akan dibahas terkait dengan konsep negara dan masyarakat sipil, akselerasi dalam
proses menuju demokratisasi, serta peran negara dan masyarakat sipil dalam mewujudkan
demokratisasi di Indonesia, yakni antara lain sebagai berikut:

Konsep Negara dan Masyarakat Sipil

Negara dapat dikatakan sebagai suatu organisasi atau badan tertinggi yang memiliki
kewenangan atas dasar untuk mengatur perihal yang berhubungan secara langsung dengan
kepentingan masyarakat dalam cakupan yang sangat luas. Di sisi lain bahwa, ada yang
mengartikan negara sebagai sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat sesuatu wilayah yang
dapat memaksakan kehendak kekuasaannya secara sah maupun mutlak terhadap semua
golongan kekuasaan yang lainnya dan dapat menetapkan berbagai bentuk tujuan-tujuan dari
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konsepsi negara bahwasanya, negara menetapkan
cara-cara dan batas-batas, di mana kekuasaan itu dapat halnya digunakan untuk kehidupan
bersama, baik itu berupa kehidupan yang datang secara langsung dari individu, golongan atau
asosiasi, maupun oleh negara itu sendiri. Selain itu juga, negara memiliki kewajiban untuk
mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya itu, negara
menjadi salah satu kelompok sosial yang tetap menduduki dalam ruang rumpun wilayah
ataupun daerah tertentu yang telah sebagaimana diorganisasikan dibawah lembaga politik
maupun pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, dan berdaulat, sehingga berhak
dalam menentukan tujuan nasionalnya yang telah ditetapkan pada sebelumnya.

Menurut Miriam Budiardjo (2010) yang menyatakan bahwa, negara dapat dipandang
sebagai sebuah asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar berbagai bentuk
tujuan bersama. Maka, dapat dikatakan bahwa, tujuan akhir dari setiap negara yang pastinya
adalah menciptakan kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya. Sedangkan, jika kita melihat tujuan
negara Indonesia yang telah tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada
alinea keempat. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea keempat,
maka tujuan dari negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam fungsi dari negara,
yakni antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Pertahanan dan Keamanan
2. Fungsi Keadilan
3. Fungsi Pengaturan dan Keadilan
4. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran
Selain itu juga, terdapat berbagai unsur-unsur dari negara, yakni antara lain sebagai berikut:
Penduduk
Warga Negara
Wilayah
Pemerintah
Kedaulatan
Pengakuan dari Negara Lain
Selanjutnya, dalam konteks masyarakat sipil yang dikatakan sebagai suatu arena yang
dijadikan tempat dalam berbagai gerakan sosial, serta organisasi sipil dari semua kelas yang
tetap berusaha untuk menyatakan diri mereka dalam suatu himpunan, sehingga dapat
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mengekspresikan diri dan memajukan dalam berbagai kepentingan. Maka, karakteristik dari
masyarakat sipil (civil society) ini menjadi masyarakat yang majemuk yang telah berkembang
untuk tetap mengedepankan sikap saling toleransi atau saling menghargai antara satu dengan
yang lainnya dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, hukum, dan
pluralisme, sehingga pada nantinya mereka memiliki kemajuan secara signifikan. Oleh karena
itu, masyarakat sipil (civil society) menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam
sebuah negara demokrasi. Maka dari itu, dari kedua elemen ini yang pada nantinya akan
membentuk demokratisasi di Indonesia semakin membaik untuk kedepannya nanti.

Akselerasi dalam Proses Menuju Demokratisasi

Terkait dengan terjadinya akselerasi dalam proses menuju demokratisasi di suatu negara
membutuhkan sebuah kondisi yang kondusif. Dikarenakan, ada sejumlah hal yang dapat
menjadi pra kondisi bagi terciptanya akselerasi demokratisasi dalam suatu negara. Selain itu
juga, ada yang memiliki anggapan bahwa, setiap faktor ekonomi merupakan prasyarat utama
bagi berlangsungnya proses demokratisasi di suatu negara. Disisi lain juga, masyarakat industri
modern yang diasumsikan memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang cukup tinggi akan lebih
mudah menciptakan suatu negara yang demokratis. Asumsi itu didukung secara langsung oleh
pernyataan seorang ahli politik yang bernama Seymour M. Lipset yang mengatakan bahwa,
semakin kaya suatu bangsa, maka akan semakin besar peluang negara itu untuk melangsungkan
proses demokrasi (Sorensen, 1993).

Pendapat Lipset ini didukung dengan disertai adanya kenyataan yang menyatakan bahwa,
modernisasi dan kesejahteraan akan tetap disertai dengan adanya sejumlah faktor yang
kondusif bagi demokrasi, yaitu meningkatnya tingkat melek huruf maupun tingkat pendidikan,
urbanisasi, dan pembangunan media massa. Dengan demikian bahwa, kesejahteraan
masyarakat yang tinggi juga akan menyediakan berbagai bentuk sumber daya-sumber daya
yang dibutuhkan untuk meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh adanya konflik politik.
Pernyataan Lipset itu juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang
pengamat politik yang lainnya, yaitu Robert Dahl, yang mengatakan bahwa, semakin tinggi
tingkat sosial ekonomi sebuah negara akan semakin mungkin bagi masyarakat untuk menjadi
demokratis. Namun, pendapat dan argumen yang dilontarkan oleh Lipset dan Robert Dahl itu
terbantahkan oleh adanya kenyataan empiris yang terjadi di sejumlah negara. Sebagai
contohnya bahwa, di negara Argentina pernah terjadi praktek politik otoritarianisme selama
bertahun-tahun, padahal tingkat pendapatan perkapita rakyatnya relatif cukup tinggi, ditambah
bangsa ini pada saat itu cukup makmur secara ekonomi.

Demikian pula juga, kasus yang sama terjadi di negara Taiwan dan Korea Selatan.
Bahkan, pada kasus yang terjadi di Korea Selatan dalam pembangunan ekonomi yang cepat,
disertai dengan distribusi pendapatan yang cukup merata, namun hal itu tidak disertai dengan
adanya korelasi yang paralel dengan berlangsungnya praktek akselerasi demokratisasi. Jadi,
menurut pengamatan beberapa ilmuwan politik bahwa, kemakmuran suatu masyarakat dan
kesejahteraan ekonomi suatu bangsa tidak dapat menjadi jaminan yang bersifat absolut akan
terjadinya pelaksanaan konsep demokrasi di nberbagai egara-negara ekonomi maju tersebut.
Pendapat lain juga mengatakan bahwa, akselerasi demokratisasi di suatu negara disebabkan
oleh adanya pra kondisi yang berupa budaya politik dari suatu bangsa. Menurut asumsi ini,
maka lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa, sistem nilai dan keyakinan akan menjelaskan konteks
dan makna dari tindakan politik.

Namun, dalam kasus ini memunculkan suatu pertanyaan baru, bilamana sbudaya politik
berhubungan secara langsung dengan adanya sistem budaya yang lebih luas dalam masyarakat,
karena sangat mungkinkah diidentifikasi akan menjadi nilai dan keyakinan budaya yang
kondusif bagi jalannya demokrasi. Maka, salah satu jawaban yang muncul dari pertanyaan itu
adalah apa yang terjadi pada gerakan Protestantisme. Dikarenakan, ideologi Protestantisme
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mendukung terjadinya proses dalam praktek demokrasi di suatu negara, akan tetapi bagi
ideologi yang lain, yaitu Katolisisme dalam banyak kasus, terutama di Amerika Latin justru
menghambat proses demokrasi dalam pengertian yang cukup luas, maka sejumlah budaya lebih
menekankan pada hierarki, otoritas, dan intoleransi dibandingkan budaya yang lainnya. Disisi
lain juga, dapat dikatakan bahwa, budaya-budaya itu kurang kondusif bagi pelaksanaan
demokratisasi di suatu negara, termasuk dalam hal ini adalah Islam dan Konfusionisme
(Sorensen, 1993). Namun, dengan demikian memang diakui langsung oleh banyak ahli bahwa,
sulit untuk melihat suatu hubungan yang sistematis dan pasti antara pola budaya tertentu dan
privalensi demokrasi, maka ada saja hal-hal yang bersifat relatif.

Oleh karena itu, sistem budaya dapat diartikan sebagai subyek perubahan yang bersifat
dinamis. Hal ini nampak pada ideologi Katolisisme, maka pada kurun waktu tertentu dalam
perjalanan sejarah, ideologi ini menghambat demokrasi di Amerika Latin, akan tetapi pada sisi
lain gereja Katolik juga memainkan peranan penting dan aktif dalam oposisinya terhadap
pemerintah otoriter di tahun 1980-an. Demikian juga dengan ideologi Islam, di beberapa negara
di Timur Tengah ideologi ini sangat mungkin menghambat dalam proses demokratisasi, hnamun
di negara Indonesia pada masa reformasi ini, maka setiap kelompok-kelompok partai yang
berspesifikasi pada ideologi Islam sangat mendukung pada terjadinya proses demokratisasi
yang tengah berlangsung dengan marak di negara Indonesia. Selain itu juga, pra kondisi lain
yang dianggap dapat menjadi pemicu dan pemacu bagi tegaknya iklim demokrasi di sebuah
negara, yaitu struktur sosial masyarakat. Maka, pra kondisi ini berupa faktor-faktor internal
yang berupa sistem pelapisan sosial yang ada di masyarakat tersebut.

Dengan demikian bahwa, kelas sosial tertentu akan memberikan dukungan yang cukup
signifikan bagi terjadinya proses demokratisasi, akan tetapi kelas sosial yang lainnya justru
menentangnya. Namun dengan demikian, kita dihadapkan dengan adanya unsur relativitas
yang ada di dalamnya. Karena, pada struktur kelas yang telah dianggap mendukung dalam
proses menuju demokratisasi itu pada situasi dan kondisi lain yang berbeda ternyata
adakalanya, justru menjadi salah satu faktor penghambat dalam terjadinya proses
demokratisasi, demikian pula sebaliknya. Maka, kelas yang selama ini telah diposisikan
sebagai faktor penghambat dalam proses demokratisasi pada situasi dan kondisi yang berbeda
mereka justru memberikan dukungan yang cukup besar bagi terciptanya iklim demokrasi. Hal
ini dapat terlihat pada kajian historis yang dilakukan secara langsung oleh seorang pengamat
politik Barrington Moore dalam bukunya Sorensen, Moore telah menyimpulkan bahwa, kaum
borjuis dalam kadar tertentu bekerja untuk proses demokratisasi suatu bangsa, akan tetapi thesis
Moore ini dibantah oleh pengamat politik yang lain, yaitu Goran Thurbon, menurut pendapat
Thurbon, di banyak negara, demokratisasi muncul sebagai salah satu bentuk perjuangan
masyarakat melawan dominasi dan hegemoni kaum borjuis.

Faktor lain yang dapat dijadikan modal bagi berlangsungnya iklim demokratis suatu
masyarakat adalah faktor eksternal. Dikarenakan, kondisi ekonomi, politik, dan ideologi dalam
hal skala global akan mempengaruhi praktek demokrasi di sebuah negara. Maka, menurut
beberapa kalangan faktor eksternal ini akan dapat mempengaruhi tingkat percepatan akan
kesadaran masyarakat, khususnya di berbagai negara-negara berkembang, karena akan
pentingnya penerapan ideologi demokrasi dalam sistem politiknya. Pengamat modernisasi juga
berpendapat bahwa, faktor-faktor eksternal itu akan dapat mempengaruhi bagi upaya
pengembangan dan penguatan dalam penerapan doktrin demokrasi di berbagai negara-negara
yang ada di dunia ketiga. Namun, pendapat inipun disangkal kebenarannya, teoritisi
dependensi menarik kesimpulan yang bertolak belakang.

Dengan demikian bahwa, ketimpangan dan distorsi ekonomi yang terjadi di masyarakat
dunia ketiga telah disebabkan oleh adanya ketergantungan pada sistem ekonomi dunia. Karena,
hal itu bisa saja menimbulkan suatu hal yang tidak baik yang pastinya. Maka, hal ini yang
membuat dalam praktek demokratisasi di negara dunia ketiga sulit untuk diwujudkan. Oleh
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karena itu, dengan berdasarkan pada paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, cukup sulit
untuk merumuskan suatu model yang bersifat absolut untuk dapat dijadikan sebagai rujukan
bagi terjadinya percepatan untuk pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Dikarenakan, pra
kondisi yang tampaknya dilihat kondusif bagi implementasi ideologi demokrasi di suatu
negara, akan tetapi ternyata di dalamnya juga terdapat berbagai macam hal-hal yang terlihat
kontra produktif bagi berlakunya iklim demokrasi.

Namun dengan demikian, pengakuan terhadap pentingnya pra kondisi di atas bagi
terlaksananya sebuah proses demokratisasi di suatu negara bukan suatu hal yang percuma.
Setidaknya, pemahaman akan adanya pra kondisi di atas seperti, dijadikan sebagai bahan
pertimbangan untuk memperjuangkan berlangsungnya suasana sistem politik yang demokratis
dalam suatu negara. Namun demikian bahwa, para aktor politik juga tetap harus kritis untuk
memperhatikan segala bentuk pra kondisi lain yang terjadi pada sebelumnya. Maka,
pelaksanaan demokrasi di suatu negara tidak dapat terlepas dari adanya struktur dan pra kondisi
yang merupakan salah satu hasil pembangunan dan aktivitas elit politik di masa lampau. Maka
dari itu, kita harus melihat bahwa, terlaksananya atau tidak terlaksananya dalam proses menuju
demokratisasi di suatu negara dapat dipengaruhi dan ada kaitannya dengan adanya pra kondisi
terkait dengan ekonomi, sosial, dan budaya, yang telah terbentuk pada periode yang
sebelumnya dan tentunya itu harus menjadi salah satu bahan untuk pertimbangan dan rujukan
bagi para elit politik yang ada dalam suatu negara saat ini.

Peran Negara dan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia

Terkait dengan konteksnya pada keterlibatan negara dan masyarakat sipil (civil society)
dalam proses menuju demokratisasi di Indonesia menjadi salah satu kewajiban yang tetap
untuk di jalankan maupun di laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan, dua elemen ini
menjadi suatu landasan yang sangat kuat, kokoh, dan tangguh bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara pada saat ini, khususnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu
sendiri. Karena, dua elemen ini juga memiliki peranan yang cenderung lebih kuat dalam
mengimbangi dari adanya sistem demokrasi kita pada saat ini. Sebagai contoh bahwa, salah
satu caranya adalah dengan melalui berbagai bentuk upaya yang di lakukan oleh negara dalam
mewujudkan masyarakat sipil (civil society) yang lebih responsif dengan tetap untuk
menanamkan nilai-nilai yang bersifat demokratis yang sangat tinggi yang dengan berdasarkan
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka,
telah muncul berbagai bentuk ataupun macam-macam gerakan sosial yang menyerukan pada
setiap partisipasi warga negara yang secara langsung melalui adanya proses politik yang telah
ada di berbagai negara yang ada di dunia (Correa-Lopera, 2019).

Dengan demikian bahwa, peranan dari adanya proses demokrasi langsung akan lebih
baik, jika yang pertama harus lebih mengedepankan ataupun memprioritaskan pada setiap
mayoritas pemilih yang memiliki sifat pragmatis dan kedua merupakan salah satu masyarakat
yang telah terpolarisasi langsung secara ideologis. Maka, demokrasi langsung dapat di artikan
sebagai suatu instrumen pilihan yang memiliki sifat kolektif di negara Indonesia, di mana
mayoritas pemilih memiliki ideologi yang sama dengan ideologi yang lainnya (Zaini, 2019).
Karena, kaitannya dalam bentuk jumlah bahwa, maka untuk pola pandangan liberal yang telah
di anggap sebagai paling tidak stabil dari waktu ke waktu dan tingkat stabilitasnya, jika
dikaitkan secara langsung dengan kepercayaan institusional dan partisipasi publik (Serek &
Lomicova, 2020). Ditambah, ketika saat mempertimbangkan berbagai macam bentuk fitur dari
adanya struktur politik bahwa, demokrasi telah menghasilkan banyak sekali dampak positif
yang sangat kuat dalam kurun jangka waktu yang lumayan cukup panjang (Elbahnasawy,
2020). Apalagi, selayaknya dari seorang pembuat kebijakan yang pada umumnya sangat
percaya akan adanya intervensi sipil yang dapat meningkatkan demokrasi dengan sebaik-
baiknya pada nantinya.
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Maka, seperti yang dapat di ketahui bahwa, dalam bangsa Indonesia yang ada pada saat
ini masih belum sepenuhnya berjalan yang sesuai dengan ekspektasi (harapan) dari masing-
masing semua elemen publik (masyarakat). Dalam artian bahwa, dalam proses demokrasi di
negara Indonesia yang dapat terlihat masih belum sepenuhnya mencapai titik kesempurnaaan
dan masih sangat jauh dari harapan semua kalangan, khususnya bagi publik (masyarakat) itu
sendiri. Dengan demikian bahwa, dalam proses menuju demokratisasi di Indonesia harus
senantiasa memiliki dampak yang positif bagi kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara,
khususnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dengan melalui cara
memunculkan berbagai bentuk upaya-upaya yang dapat di lakukan pada nantinya. Maka,
seperti yang dapat di lihat bersama bahwa, demokrasi di negara Indonesia dapat dikenal dengan
sebutan demokrasi Pancasila, di mana seluruh paham demokrasi ini yang bersumber secara
langsung pada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia dengan perwujudan atas dasar
pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, agar pada nantinya dapat mewujudkan negara
Indonesia yang dapat mencapai titik kesempurnaan untuk kedepannya nanti. Maka dari itu,
keterlibatan negara dan masyarakat sipil (civil society) dalam proses menuju demokratisasi
telah berjalan membaik di negara Indonesia pada saat ini.

IV. KESIMPULAN

Dalam konteksnya pada keterlibatan negara dan masyarakat sipil (civil society) dalam
proses menuju demokratisasi di Indonesia menjadi salah satu kewajiban yang harus untuk di
jalankan maupun di laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan, dua elemen ini menjadi
sebuah landasan yang sangat kuat, kokoh, dan tangguh bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara saat ini, khususnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena, dua elemen
ini jJuga memiliki peranan yang dominan lebih kuat dalam mengimbangi sistem demokrasi kita
pada saat ini. Sebagai contoh bahwa, salah satu caranya adalah dengan melalui berbagai bentuk
upaya yang dilakukan oleh negara dalam mewujudkan masyarakat sipil (civil society) yang
lebih responsif dengan harus tetap menanamkan nilai-nilai demokratis yang tinggi dengan
berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Maka, telah muncul berbagai macam gerakan sosial yang menyerukan kepada partisipasi
warga negara yang secara langsung melalui proses politik yang telah ada di beberapa negara
yang ada di belahan dunia (Correa-Lopera, 2019).

Dengan demikian bahwa, peranan dari demokrasi langsung akan lebih baik, jika yang
pertama harus lebih memprioritaskan pada setiap mayoritas pemilih yang memiliki sifat
pragmatis dan kedua adalah masyarakat yang telah terpolarisasi secara ideologis. Maka,
demokrasi langsung dapat diartikan sebagai suatu instrumen pilihan yang bersifat kolektif di
negara Indonesia, di mana mayoritas setiap pemilih memiliki ideologi yang sama (Zaini, 2019).
Kaitannya dalam bentuk jumlah bahwa, maka untuk pola pandangan liberal yang telah
dianggap sebagai paling tidak stabil dari waktu ke waktu dan tingkat stabilitasnya, jika
dikaitkan langsung dengan kepercayaan institusional dan partisipasi publik (Serek &
Lomicova, 2020). Ketika dalam saat mempertimbangkan berbagai macam bentuk fitur struktur
politik, maka demokrasi telah menghasilkan banyak dampak positif yang kuat dalam kurun
jangka waktu yang lumayan cukup panjang (Elbahnasawy, 2020). Dikarenakan, selayaknya
dari seorang pembuat kebijakan yang pada umumnya sangat percaya akan intervensi sipil yang
dapat meningkatkan demokrasi dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian bahwa, ditemukan berbagai macam hal-hal yang positif dari adanya
demokrasi untuk meningkatkan sistem politik yang lebih responsif, akuntabel, dan transparan
yang menjadi salah satu landasan pokok dalam intervensi bagi negara dan masyarakat sipil
(civil society) (John & Sjoberg, 2020). Maka, sikap yang harus tetap ada dari dalam diri
masyarakat, khususnya dalam melakukan proses demokrasi harus tetap mencerminkan
pengetahuan warga negara dan perilaku pemilihan umum yang tentu pada nantinya sangat
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mempengaruhi partisipasi politik itu sendiri. Karena, dalam proses demokrasi akan tetap
menghasilkan suatu informasi yang dominan pada politik yang dapat mengorganisir setiap
negara dan masyarakat sipil (civil society) untuk dapat membahas berbagai macam isu-isu
sosial dan politik yang pada nantinya dapat memperkuat partisipasi demokrasi untuk
kedepannya nanti. Oleh karena itu, kualitas demokrasi secara umum dapat dilihat melalui
keobjektifan dari segi pandangan ekonomi dalam mempengaruhi setiap kepuasan masyarakat
terhadap kualitas demokrasi tersebut. Selain itu juga, evaluasi dalam proses menuju
demokratisasi di negara Indonesia senantiasa dapat diukur dengan melalui adanya sebuah
kebijakan dan administrasi publik.

Pada akhirnya bahwa, dapat dilihat demokrasi dalam kaitannya dengan berbagai macam
atapun bentuk dari aspek-aspek akuntabilitas, transparansi, dan memiliki tanggung jawab yang
tinggi menjadi salah satu ciri di dalam sistem politik yang mencakup secara keseluruhan. Maka,
masyarakat saat ini sangat meyakini bahwa, kontribusi kelembagaan dalam aspek-aspek
lembaga publik melalui adanya regulasi adalah salah satu proses dalam pengambilan keputusan
yang efektif, efisien, dan transparan dalam sistem demokrasi tersebut (Gallier, 2020). Selain
itu juga, di sisi lain dalam penguatan demokrasi nasional ke dalam suatu negara sangat
tergantung pada keberhasilan dalam segi demokrasi lokal yang ada disana. Dikarenakan,
negara dan masyarakat sipil (civil society) memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan
selayaknya sebagai salah satu konektivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai
dengan keadaan saat ini. Maka, dalam kaitannya dengan aspek-aspek demokrasi dalam
mengupayakan berbagai macam atapun bentuk penguatan dalam menekankan pada berbagai
aspek yang penting yang harus tetap ada di dalamnya yang tentunya seperti, pengetahuan,
perilaku, dan peran kebijakan dalam berbagai aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
saat ini, khususnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dikarenakan, seperti yang dapat kita ketahui bersama bahwa, dalam bangsa Indonesia
yang ada saat ini masih belum sepenuhnya berjalan yang sesuai dengan harapan semua
kalangan masyarakat. Dalam artian bahwa, dalam proses demokrasi di negara Indonesia yang
masih belum mencapai titik kesempurnaaan dan masih sangat jauh dari harapan semua
kalangan, khususnya bagi semua elemen masyarakat. Dengan demikian bahwa, dalam proses
menuju demokratisasi di Indonesia harus senantiasa memiliki dampak yang positif dalam
kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dalam memunculkan berbagai macam upaya-upaya yang dilakukan pada
nantinya. Maka, seperti yang dapat dilihat bersama bahwa, demokrasi di negara Indonesia
dikenal sebagai sebutan demokrasi Pancasila, yaitu paham demokrasi yang bersumber secara
langsung kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia dengan perwujudan atas dasar
pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, agar pada nantinya dapat mewujudkan negara
Indonesia yang dapat mencapai titik kesempurnaan pada nantinya. Maka dari itu, keterlibatan
negara dan masyarakat sipil (civil society) dalam proses menuju demokratisasi telah berjalan
membaik di negara Indonesia pada saat ini.
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